Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

K eabsahan satus kepemilikan ganda terhadap satu bidang tanah di Bali
berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
3322K/Pdt/2017 = The Validity of dual ownership status on one plot of
land in Bali based on the decision of the Supreme Court of the Republic
of Indonesia number 3322K/Pdt/2017

Sherly Florensia, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20506975& |okasi=Iokal

<b>ABSTRAK</b><br>

Sertipikat hak atas tanah seharusnya memuat data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Namun, dalam praktik di lingkungan
bermasyarakat, penerbitan sertipikat hak atas tanah menuai berbagai permasal ahan, seperti pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 3322K/Pdt/2017 yaitu timbulnya kepemilikan sertipikat ganda terhadap satu
bidang tanah di Bali. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat karena
mempertanyakan kepastian hukum terhadap kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan perlindungan hukum
yang diberikan Negara apabila telah terdapat hak atas tanah yang digugat. Untuk itu, penulisingin
menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kepemilikan ganda terhadap satu bidang tanah di Bali
dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif
analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum akibat timbulnya sertipikat
gandaterhadap pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa
baik secara musyawarah dengan Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai moderator maupun pengajuan
upaya hukum melalui Pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat aktajual beli harus menaati
tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban yang
dimintakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan hanya dalam pembuatan akta sgja melainkan
tanggung jawab pada saat sebelum dan setelah penandatanganan akta jual beli.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Certificate of land ownership rights must contain physical data and juridical datain accordance with the data
provided in the measuring certificate and the book of land ownership rights. However, in practice, the
issuance of certificates of land ownership rights may cause various problems, such as the Decision of the
Supreme Court Number 3322K/Pdt/2017 regarding the emergence of a dispute of two official land
ownership certificates for the same plot of land in Bali which caused uncertainty in the society because of
the legal certainty of the certificates of land ownership rights and legal protection granted by the State in the
event of dispute arising from the land ownership rights. Thus, the authors wish to analyze the legal
protection of dual ownership on one plot of land in Bali and the liability of Pejabat Pembuat Akta
Tanah/PPAT in carrying out their duties and the authorities. The method of the research is a normative
juridical method with descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is the legal
protection due to the emergence of a double certification for each owner for the identical land ownership
rights whereby such owner who suffer loss from this double certification may file a dispute either through


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20506975&lokasi=lokal

deliberation with the National Land Office as a moderator or through the court. PPAT in drawing up Deed
of Sale and Purchase/AJB must subject to the guidelines and procedures based on the applicables laws and
regulations. The liabilities of PPAT isnot limited in drawing up the deed but such liabilities exist before and
after the signing of the AJB.</em></p>



